
 
 
 
 
 
 

 

BUPATI SINJAI 
 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI 

 
NOMOR 15 TAHUN 2014 

 
TENTANG 

 
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012  

TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK  

KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SINJAI, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79A 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengurusan 
dan penerbitan dokumen kependudukan tidak 

dipungut biaya,  maka dipandang perlu mencabut 
pemungutan retribusi penggantian biaya cetak kartu 

tanda penduduk dan akta pencatatan sipil di 
Kabupaten Sinjai; 
 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 9 
Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak 

Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil; 
 

Mengingat : 

 

1. 

 

Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
 

 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

 
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukuman Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 
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 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 
 

 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
 

  6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 
Perkembangan  Kependudukan dan Pembangunan 
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5080); 

 
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor  82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 
 

 8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); 
 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang 

Pengelolaan Perkembangan Kependudukan, (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

 
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); 
 

 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
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 13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 
Catatan Sipil; 

 
 14. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang 

Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor 

Induk Kependudukan Secara Nasional; 
 

 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 

2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi 

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 

Nomor 2); 
 

 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 
2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai 

Tahun 2010 Nomor 7); 
 

 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 9 Tahun 
2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu 

Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 7); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI 

dan 
BUPATI SINJAI 

 
MEMUTUSKAN: 

 

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG 

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA 
PENDUDUK DAN AKTA PENCATATAN SIPIL. 

 
 

Pasal 1 

 
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya 

Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sinjai Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 2 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Sinjai.  
 

 
Ditetapkan di Sinjai  

pada tanggal 10 Nopember 2014 
 
           BUPATI SINJAI, 

 
 

                                                                             ttd 
 

          H. SABIRIN  YAHYA 
 
 

Diundangkan di Sinjai 
pada tanggal 17 Nopember 2014 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI, 

 
 
              ttd 

 
 

H. TAIYEB A. MAPPASERE 
 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2014 NOMOR 15 
 

 
Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
Kabag. Hukum dan HAM 

 

 

 

LUKMAN DAHLAN, S.IP.,M.Si 
NIP. 19701131 199003 1 002 

 
 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI 

SELATAN 12 TAHUN 2014 
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PENJELASAN  

ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI 

NOMOR 15  TAHUN 2014  
TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012  

TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK  
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL 

 
I. UMUM  

   
 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengurusan dan penerbitan 
dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.  

              
 Dengan adanya  hal tersebut maka Pemerintah Daerah wajib mencabut 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian 
Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Pencatatan Sipil. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 
 

 Pasal 1 
  Cukup jelas. 

 Pasal 2 
  Cukup jelas. 
  

 
    TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 76 


